
BERITA DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 11 TAHUN 2OO8

PERATURAN BUPATI GIANJUR

NOMOR 11 TAHUN 2OO8

TENTANG

PEI.I\YAIVAIiI P{'BLIK PETVTNRINTATI I(ABUPATEN CIAIIIJUR

Menimbang : a.

BUPATI CIANJU&

bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu
adanya pedoman sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik
dalam pengafirran dan pelaksanaan kegiatannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada humf
a, perlu mengatur pedoman pelayanan pub[k dengan Perahrran
Bupati.

UndangUndang Nomor 14 Tahun 19So tentang Pembentukan
Daerah-daerah lGbupaten dalam Linglungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun r95io Nomor 4g);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2oo4 tentang Pembentukan
Perahrran Perundangundangan (Iembaran Negara Tahun zoo4
Nomor fi, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor Sz Tahun 2oa4 tentang Pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Tahun 1999 Nomor rag, Tambahan
Iembaran Negara Nomor 4$il sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang'undang Nomor 3 Tahun
2oo5 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3a Tahun 2oo4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun zoob
Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Nomor 44%) yang telah
ditetapkan dengan Undang-undang Nomor I Tahun zoob (Lembaran
Negara Tahun 2oo5 Nomor ro8, Tambahan Iembaga Negara Nomor
4548);

Perailrran Pemerintah Nomor 68 Tahun rggg tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
(lnmbaran Negara Tahun 1999 Nomot tzg) Tambahan Iembaran
Negara Nomor S866);

Kepuhrsan Menteri Pendayagunaan Aparahu Negara Nomor
$lffiP IM.PAN /ilzoog tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEPIzSA{.PAI.I/z/eoo4 tentang Pedoman Umum Penyusrman
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
IGPla6/M.PAN/z/zoo4 tentang Petunjuk Teknis Tlansparansi dan
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Mengingat : 1.

8. Kepuhrsan Menteri Pendayagunaan Aparahrr Negara Nomor
KEP/rr8/M.PAI*{/8 /zoo4 tentang Pedoman Umum Penanganan

' 

Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

b.

2.

3,

4.

-5.

6.

7.
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9. Perahrran Pemerintah Nomor I Tahun aoog tentang Pedoman
Organieasi Peranglnt Daerah;

10. Peraturan Daerah lQbupaten Cianjur Nomor ze Tahun aooo
tentang Organisasi' Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur
(Inmbaran DaerahTahun 2ooo Nomor z6 Seri Da);-

11. Peraturan Daerah IQbupaten Cia4iur Nomor o4 Tahun zoo4
tentang Kewenangan l(abupaten Cianjur;

t2, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor rz Tahun aoo6
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daereh
(RPJMD) I&bupaten CianjurTahun eoo6 - 2ott.

MEMTITUSKAI|I

Menetapkan : PERATIIRA].I BUPATI TEMIAT{IG PEIAYAI{AI.I PUBIIK
PEMERINTAH I(ABUPATEN CIANJUR

BAB I
KETE,NTUAI{ {JMUM

Pasal r

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

z. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah lGbupaten Cianjur.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah l&bupaten Cianjur.

b. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

6. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

T. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Cianjur.

8. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelalaanaan
ketentuan perahrran perundang-undangan.

9. Penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas
pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun badan usaha
milik daerah yang menyelenggamkan pelayanan publik

ro. Penerima pelayanan publik adalah orang perleorangan dan atau
kelompok orang dan/atau badan hukum yang memiliki hak
kewajiban terhadap pelayanan publik

1r. Indek Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat
dalam memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelentsaraa
atau pemberi pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan
masyarakat.

re. Pertanggungiawaban pelayanan publik adalatr perwujudan
kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk
mempertanggungiawabkan kepada masyarakat mengenai
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui mekanisme
pertanggungiawaban secara periodik.

g. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan
terhadap ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan
standar pelayanan yang telah ditennrkan.
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l.4.

15.

!6,

17.

Penghargaan adalah imbalan dan/atau sesuatu yang diberikan
k€peda penyelenggara pelayanan publik atas dasar prestasi dari
pelaksanaan tugasnya dalam memberihan pelayanan publik

Pembinaan adnlah upaya-upaya yang dilakukan oleh pejabat yang
berwenang ke,pada unit penyelenggara pelayanan publi\ agar unit
penyelenggara pelayanan publik yang dibina dapat lebih
meningkatkan kuditas pelayanannya.

Kompeusasi adalah suatu bentuk imbalarr yang diberikan kepada
penerima pelayanan akibat dari tidak terpenuhinya standar
pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Pengawasan adalah . prcrses kegqtan yang. -ditujukan untuk
menjarnin &tar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai
dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yangberlaku.

Pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik
adalah kapasitas sumber daya manusia sektor publik untuk
melaksanakan fungsi yang ditetapkan, mengoperasionalkan
melalui peran institusi yang diisi oleh individu-individu yang
kompeten dan profesional.

18.

BAB II
ASA,S, PRINSIP DAI.I TUJUAN PELAY/NI{AI.I PUBUK

Bagian Pertama

Asas Pelayanan Publik

Pasal z

Asas pelayanan publik adalah :

a.. Tlansparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat dialaes oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan perahrran
perundang-undangan yang berlaku.

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
harapan masyarakat.

e. Kesamaan Hak

fidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
' agama, golongan, genderdan status ekonomi.
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Baglan Kedua

Prinsip Pelayanan Publik

Pasal 3
Prinsip pelayanan publik meHputi :

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidek berbelit-belit, mudah dipabami
dan mudah dilaksanakan.

2,. Kejelasan:

a. Pensyaratan teknis dan administrastif pelayanan publik;

b. Unit kerja/pejabat yang bervenang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/
persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun
walitu yang telah ditentulian.

4. Akurasi
Produkpelayanan publik diterima dengan benar, tepatdan sah.

5. IGamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum

6. Tanggungjawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan
publik.

T, Kelengkapan sarana dan prasarana

8. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dapat mernanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.

g. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun,
ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, temfir, disediakan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, linglungan yang indah dan
sehat serta dilenglapi dengan fasilitas pendukung pelayanan
seperti tempatparkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.
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Bagian Ketiga

I\rjuan Pelayanan Publik

Pasal 4
Tujuan pelayanan publik adalah :

a. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban
dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Mewujudkan sist€m penyelenggaraan pelayanan publik yang baik
sesuai dengan asas'asas umum penyelenggaraan pemerintahan
yangbaik.

c. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan
publik secara maksimal.

d. Merrujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang
berlaku.

BAB III
RUAI.IG LINGKUP DAT.{ KELOMPOK PEIAYA}.IAIV PUBLIK

Pasal b
Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua benftk pelayanan
yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 6

Kelompok pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara
pelayanan publik kepada masyarakat meliputi :

a. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang mengfuasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik;

b. Pelayanan barang adalah pelayanan yang rnenghasilkan berbagai
bentuk atau jenis barangyang digunakan oleh publik;

c. Pelayanan jasa adalah pelayanan berbagai bentuk jasa yang
dibututrkan oleh publik.

BAB TV

HAKDANKEWAIIBAI\TPENERII{APEI^AYAhTAI.IPUBIJK

Bagian Pertama

Hak Penerima Pelayanan Publik

Pasal z
Penerima pelayanan publik mempunyai hak :

a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas
dan tujuan pelayanan publik serta sesuai standar pelayanan publik
yang telah ditentukan.

b. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi
selenglaplengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur
dalam pelayanan publik.

'c. Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik.
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d. Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun,
bersahabat dan ramah.

e. Memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan
sesuai standar pelayanan pubEk yang telah ditetapkan.

f. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan
publik untuk mendapatkan penyelesaian.

g. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yant diajukan sesuai
mekanisme yang berla}u.

h. Mendapatkan pembelaan, perlindungan, dalam upaya
penyelesaian aengketa pelayanan publik.

Bagian Kedua

Kewajiban Penerima Pelayanan Publik

Pasal I
Penerima pelayanan publik mempunyai kewajihn :

a. Mentaati mekanisme, prusedur dan persyaratan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

. b. Memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana
pelayanan publik.

c. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik &n penyelesaian
sengketa pelayanan publik.

BAB V
PENI/ELENGGARAAI.I PELAYAT IAI,I PUBUK

Bagian Pertama

Penyelenggara Pelayanan Publik

Pasal 9
Penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban :

a. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai
dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

b. Mengelola pengaduan dari penerima pelayanan sesuai mekanisme
yangberlaku.

c. Menyampaikan pertanggungiawaban secara periodik atas
penyelenggaraan pelayanan publik.

d. Memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila tialak
mendapatkan pelayanan sezuai standar pelayanan publik yang
telah ditetapkan.

e. Memahrhi ketentuan yang berlaku d.alam penyelesaian sengketa
pelayanan publik.

f. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan
publilc

Pasal 10

Setiap penyelenggara pelayanan publik berhak mendapatkan
penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.
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Pasal u
(r) Untu\ menjamin kualitas pelayanan masing-masing

penyelenggara pelayanan publik wajib membentuk unit
pelayanan informasi publik dan unit pengaduan bagf masyarakat

(e) Penyelenggara pelayanan publik pada unit pelayanan informasi
pupik dan unit pengaduan masyarakat seblgaiinana dirnaksud
pada ayat (r) dilaksanakan oleh penyelengggara petayanan publik
yang mempunyai kompetensi.

($ Masing-masing unit pelayanan informasi pub[k dan unit
pe{rggduap_ masyarakat membanhr penyeleriggara pelayanan
publlk dalam- menjalankan fungsi rintuk--mereircariakan,
melaksanakq-4"o mengwaluasi serte mengembangkan standar
pelayanan publik.

u) Penyelenggara- pelayanan -publik dapat mengadakan kerjasama
d-"-trg31 penyelenggara pelayanan publik lain ataupun iengan
plha\_ketiga_yang didaqarkan pada pertimbangan dfisiensi ilan
efeltifitas pelayanan publik.

(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara
pelayanan _publik_ ryajib mengumumkan kepada masyarakat
melalui media cetak dan elekuonik.

Bagian Kedua

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pasal rz
(r) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan penilaian

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodiit.

(a) unhrk melaksqnakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud
ayat G) dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan
masyarakat sesuai dengln standq.pelayanan publik masing-
masing penyelenggara pelayanan publik.

(s) Apabila $temukan ketidaksesuaian nilai antara indeks kepuasan
masyarakat dengan standar pelayanan publik, maka aken
dilakukan pembinaan 4+., pengembangan kapasitas
penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Pelayanan l(husus

Pasal rg

G) Penyelenggara pelayanan publik wajib mengupayakan
tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntulJr;an bagi
penyandang cacat lanjut usia, dan wanita hamil.

(a) Penyediaan sarana dan prasana sebagairnana dimaksud pada

ty_at (1) lvajib menjamin aksesibilitas pengguna layanan yog
dilaksanakan sesuai dengan peratrran perundang-undangan
yangberlaku.

I'
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Bagian lGempat

Tata Prilaku Penyelenggara Pelayanan Publik

Pasal r4
Penyelenggara playanan publik wajib memiliki tata peritaku sebagni
kode etik dalam memberikan pelayanan publik, uebagCi bertkut :

a, Bertindak jujur, disiplin, prnporsional dan profesional.

b. Bertindak adil dan fidak dislaiminatif.

c. Peduli, teliti dan cermat.

d. Bersikap ramah dan bersahabat.

e, Fersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-
belit.

f. Bensikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk
aPaPun.

g. Tlansparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-
langkah yang kreatif dan inovatif.

BAB VI
SrANDAR PELAYATIAT{ PUBLIK

Pasal r5
(r) Setiap penyelenggaraan pelayanan harus sesuai dengan standar

pelayanan sebagai uluran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh
penyelenggaraan pelayanan maupun penerima pelayanan publik.

(a) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
terdiri dari :

a. Jenispelayanan;
b. Dasar hukumpelayanan;
c. Pensyaratanpelayanan;

d. Prosedurpelayanan;
e, Waktu penyelesaian pelayanan;

f. Biayapelayanan;
g. Produkpelayanan;
h. Sarana dan prasamna playanan;
i. Mekanismepenengananpengaduan.

. Pasal 16

(1) Setiap penerima pelayanan publik berhak menyampaikan
pengaduan apabila menerima pelayanan tidak sesuai dengan
sandar pelayanan yang telah ditetapkan.

(e) Tata cara penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (r) yaitu :

a. Pengaduan pelayanan publik diajukan kepada penyelenggara
pelayanan publik;

b. Pengaduan tertulis, telepon, SMS, faksimil, E-mail, kotak
saran harus disampaikan secara jelas dan bertanggung jawab
dengan menyebutkan identitas yang jelas;

I'
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Bagr setiap orang, kelompk, badan usaha yang
rnenyampaikan pengaduan langsung kepada pejabat atau
pefirgas penerima pengaduan, diberi surat forurulir tanda
bukti pengaduan dan dieatat dalam bular pengaduan yang
disediakan secara lchusus;

Pada surat atau formulir tanda bukti pengaduan disebutkan
narra dan jabatan pejabat atau petugas yang berwenang
untuk menyelesaikan masalah, pengaduan tersebut;

Paling lama g @rna) hari setelah diterimanya pngaduan,
penyelenggara pelayanan publik harus menindaklanjuti
pengaduan tersebut;

Apabila sampai pada batas wakfir yang telah ditentrkan
belum ditanggapi oleh penyelenggara pelayanan publih
pengaduan dapat dilanjutkan kepada Komisi Pelayanan
Publik;

Penyelenggara pelayanan publik wajib menyampaikan
laporan pengaduan dan atau tindak lanjut hasil penyelesaian
pengaduan setiap tanggal 15 bulan berikuurya kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah ;

Penyelenggara pelayanan publik yang tidak menyampaikan
laporan pengaduan dan atau tindak lanjut hasil penyeleeaian
pengaduan diberikan tegoran secara tertulis.

BAB VII
PEMBERI AN PENGHARGAA}.I

Pasal t7
(1) Untuk memberikan motivasi agar petugas penyelenggara

pelayanan publik dapat meningkatkan prestasi kerja dan
pengabdiannya diberikan penghargaan.

(e) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penilaian dan pemilihan, dengan
mempertimbangkan pada aspek-aspek :

a. Moral dan akhlak:

r) Sikap dan perilaku, yaitu ramah, sabar, akomodatif,
responsif dan tidak diskriminatif;

a) PengaMian, yaitu mengembangkan pikiran, tenaga dan
waktu secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan
publik daripada kepentingan pribadi atau golongan;

3) Kesetiaan, yaitu ketaatan dan loyalitas kepada negara dan
pemerintah serta tidak pernah dijatuhi hukuman;

+) Kejduran, yaitu ketulusan hati dalam melaksanakan tugas
dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan
kepadanya;

S) Kedisiplinan, yaitu mematuhi tata tertib dan mengikuti
ketenhran kedinasan yang telah ditetapkan.

b. Kemampuan teknis yaitu memiliki kemampuan, kepandaian,
ketrampilan dalam melaksanakan tutns dan tanggung jawab.

c. Pnestasi kerja, yaitu bekerja berdasarkan perencanaan dan
dapat mencapai target sesuai Fencana dengan hasil yang haik.

d.

e.

g-

h.
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d. Paling sedikit menerima keluhan dan pengaduan dari
masyarakat atas pelayanannya.

e, Kerjasama, yaitrr mampu bekerja dalam kelompok dan senang
membantu orang lain serta tidak egois.

(S) Pemilihan dan bentuk penghargaan serta pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) sepenuhnya
merupakan kebijakan pimpinan di lingkungan masing-masing
penyelenggara pelayanan pubHk.

Pasal 18

Perseorangan, sekelompok orang, masyarakat dan atau badan hu}um
sefia Bupati, dapat memberikan pentharyaan kepada penyelenggara
pelayanan publik dengan mengadakan penilaian terhadap kinerja
pelayanan yang diberikan.

Pasal 19

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal r7 dan 18
dapat dilakukan setiap tahun.

BAB VIII
PENGEMBAI{GAI.I I(APA,SITAS PENYELENGGAIT&U{

PEIdYAI.IAN PUBLIK

Pasal 20

(1) Sebagai upaya melakukan perubahan sikap dan perilahu serta
motivasi kerja untuk membangun kultur birokrasi pemerintahan
yang bermoral, beretika, terwqiudnya iklim kerja yang
berorientasi pada etos kerja dan prcduktifitas yang tinggi perlu
pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelengtaraan
pelayanan publik.

(z) Pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan
pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (r), harus
dilakukan langkah{angkah sebagai beri}ut :

a. Menerapkan manajemen perubahan;

b. Membentuk kelompok budaya kerja;

c. Mengupayakan memperoleh senifikat Sistem Manajemen
Mutu ISO;

d. Meningkatkan kualitas SDM masing-masing;

e. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik;

f. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

g. Menyeimbanghan penerapan penghargaan dan sanksi;

h. Mengikutsertakan masyarakat dalam perumusiln kebijakan di
bidang pelayanan publik maupun pentawasannya;

i. Melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik melalui
survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

j. Mengintensifkan penanganan pengaduan atau penilaian
masyarakat atas kelemahan penyelenggaraan pelayanan

' publik;



11

a. Melakukan evaluasi dan penataan sistem, tennasuk tata
hubungan kewenangan serta tanggung jawab pada unit-unit
pelayanan publik dalam rangka kelancaran mekanisme dan
efesiensi sefta efeltifitas prosed.ur pelayanan.

BAB IX
PEMBINAAN DAr.[ PENGAWASAT I

Pasal zt
Pembinaan _d?n pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan oleh Bupati atau pejabatyang dihrnjuk.

BAB X
I(EIE'NTUAT.I PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundanglcan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeiah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pad.a tanggal eg April zoog

BUPATI CIAI{JU&

Cap/ttd..-

TJETJEP IVIUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur

BERITA DAERAII IGBUPATEN CIANJUR NOMOR TT TATIUN 2oo7.

tanggat asApril zoo7
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